
2. Uxhmg- . 

Barat ; 

Propinsi Jawa Timur, Jawa T a,gah dan Jawa 

1. Undang - undang l\bll'K)r 17 tahun 1950 tentang 

P"""" 

dunia usaha jasa konstruksi perlu menyusun 

clan rrenetapkan Persruran Daerah Kota Magelang tentmg 

Swat Izin Usaha Jasa Konstruksi ~ 

pciig;,JI• •• 81.l dan c. bahwa untnk 111Utjalin keterc 

dunia baada dala, 11 satu sistem .(Xl'P 11 act dan 

usaha jasa konstruksi scca a tupdi1 ; 

b. bahwa saran.a penyaring terseout akan ba fimgqi scow a 
optimal apabila simpul-siropul kegiatm 1 yang '-ILI.L 

Menimbang : a behwa untuk: 11.aidapatkmi pa•Jsah00t1 ycmg handal a1atJ 

yang memiliki tingkat kacu1q:,uan professional ta tartu 

~ dipedukan kegiatan wrtuk llAlyanng tmgkat 
·~ ... .... 
~ keendalan perusehsen terseout ~ ,, 

• . 
' 

WALIKOTA MAGELANG, 

TENT ANG 

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 8 TAHUN 2002 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

P MERJNTAH KOTA MAGELANG 

I I 'Jl . ..... j l~ 

;t~ 
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l O. Kepetusan .... 

2 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tabun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3956) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Peoyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3957) ; 

9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tabun 2000 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lnstansi 
Pemerintah ~ 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang IIukum 
Acarn Pidano ( l ,embaran Negara Tahun t 981 Nomor 76, 

Tambal1an Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

3. Undang-uodang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jass 

Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahao Lembaran Negara Nomor 3839); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 

Tarnbaban Lernbaran Negara Nomor 3848) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2000 tentang 

Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambabao Lembaran 

Negara Nomor 3955) ; 
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e, Badao ..... 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalab Kota Magelang ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kota Magelang ; 

c. Walikota ada)eb Walikota Magelang ; 

d. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota 
Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaik.an masalah Izin Usaha 
Jasa Konstruksi. 

Pa•al 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Mer&tapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MAGEi.ANG 
TENT ANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

MEMUTUSKAN: 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG 

12.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan 
P . S4VA/2000 erencanaan Pembangunan Nasional Nomor S226/D2/0S/2000 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksaoaao 

Pengadaan Bara.ng/Jasa Instansi Pemerintah ; 

Nomor 11.Keputusan Menteri Pekerjaan 
l 39/KPTS/1988 tentang 
Usaha Jasa Konstruksi · 

t 

• 1 O.Keputusnn Bersama Mcnteri Perdagangan dan Meoten 
Pekorjaaatl I Jmum Nomor 6~/KPD/JTI/ 1987 tentang Izin 

109/K.PTS/ 1987 Usaha Jasa Konstruksi · 
' 

·--- 
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q. Pcmohon . 

g. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengao pelaksanaan 
pembangunan pr8Sarana clan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, 
penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan clan 
kesel~atan masyarakat pemaka; piasamna clan sarana tersebut serta 
ketertiban pembangunan dan lingkungan ; 

h. Pekerjaan Konstr uksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian 
kegiatan pereocanaao dan I atau pelaksanaan beserta pengawasan yang 
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata 
lingkuogan masing - masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan 
suatu bangunan atau bentuk fisik lain ~ 

i. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha I perusahaan berdasarkan 
bidang dan sub bidang keahliaonya; 

j. Kualifikasi adalah penggolongan badao usaha I perusahaan berdasarkan 
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ; 

k, Penanggung jawab perusahaan adalah direksi I pimpinao perusabaan 
untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang ; 

I. Tenaga Teknik adalah tenaga dengao latar belakang pendidikan serendah 
rendahnya Sekolah Teknik Menengah I Sekolah Menengah Kejuruan 
bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTI) ; 

m. Tenaga Tugas Pen uh adalah tenaga teknik dan non Teknik yang bekerja 
pada perusabaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain ; 

n. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk selanjutnya disebut SIUJK 
adalah Ijin yang diperlukan bagi per~sahaan jasa konstruksi untuk dapat 
melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi ~ 

o. Surat Permohonan ljin, yang disingkat SPI ada)ah surat pennohonan 
untuk mendapatkan SIU JK ; 

e. Ba_dan adalah sekun1pulan orang clan/modal yang merupakan kesatuan 
bai~ ~g melakukan Usa.ha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
m:::utJ rrne~kn terbe.1as, perseroan komanditer, perseroan lainya, 
ba ,asa la int n~gara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, finna, kongsi, koperasi, dana ponsiun, persekutnan, perkumpulan, 
ya~~n, organisast massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
sejems, lembaga, bentuk usa.ha tetap, dan bentuk badan lainya ; 

( Pcru~an Jasa Konsb uksi adalah layanan jasa konsultansi pcrenca~ 
pekel)a&n. konstruks1 dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultans~ 
konstruksi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi 
(kontraktor) ; / 

- 

4 
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b. Perusabaao Menengah ..... 

(2) Menurut la.mlifikasinya badan usaha I perusahaan yang bergerak di 
bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebaga berikut : 

a. Perusabaan Kecil 
Modal kerja minimum ( modal disetor atau total kekayaan bersih) 
perusahaan adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan < Rp. 1.000.000.000,00 (lebih kecil satu milyard rupiah). 

Pasal 4 

( 1) Menurut klasifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di 
bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan 
sebagai berikut : 
a. Arsitektural ; 
b. Sipil ~ 
c. Mekanikal ; 
d. Elektrikal ; 
e. Tata Lingkungan. 

SIUJK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan badan usaha I perusahaao 
dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

Pasal 3 

Pasal 2 

Setiap Badan Usaha I perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
jasa konstruksi wajib memiliki SIUJK. 

BABil 
SURAT IZIN USAHA JASA KONSIRUKSI (SIUJK) 

telah mendapatkan 
yang mengajuk.an 

P· Pemohon SIU~ adalah bndan usaha yang 
pengesahan dari Pengndilnn Negeri setempat pennohonan SIDJT(: 

q. Hasil Peni.laian adaJah penilaian yang diberikan oleh tim peneliti SIUJK 
kepada urn pe~g~sahan SIUJK sebagai hasil penilaian te?tang 
kelengkapan adm1n1strasit teknik dan perlengkapan penunjang Iainnya 
yang dimiliki oleh pemohon IUJK. 
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Passi 8 .... 

Bagian Kedua 
Ketentuan Adminlstrui 

Pasal 7 

Sadan usaha I perusahaan yang hondak mongajukan ijin usaha, pada akte 
pendirian perusahaannya harus mendapatkan pengesahan dari Pcngadilan 
Negeri Magolang. 

Pasal 6 

Apabila pet usahaannya merupekan cabang dari perusahaan induk yang 
berada di luar Kota Magelang, maka salinan alctenya harus diketahui oleh 
Pengadilan Negeri MageJang. 

BAB IV 
KETENTUAN USAHA 

Bagian Pertama 
Ketentuan Pengusah••n 

Tuj11ao pemberian SIUJK adalah : 

a. menjamin kepastian hukum daJarn pengaturan clan pembinaan usebe 
jasa konsn uksi nasio11aJ · 

' b. menunjang tenvujudn),a iklim berusaha yang lebih sehat ; 
c. adanya kepastian keandaJan perusahaan ; 
d. meningkatkao perlindungan terhadap pemakai jasa clan keselamatan 

umum ~ 
e. menunjang pe1aingkatan efisiensi penggu.naan sumber daya dalam 

pembangunan prasamoa clan sarana fisik. 

b. P ru: haen Mc,1 n h 
Mod I k ria 111ir1i1l111m ( mod I di. tor u total kckay n be ih) 

ru: l1nnn d lnh Rp. J 000 000 000.00 (. tu milynrd rupiah) ffl':"pai 
d ngan ~ RJ) 1 O 000 00<>.000.00 (Jobi fl k il puluh milyard rupiah) . 

. Pru h-.... 

Modal kcrja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) 
perusahnan odalah lebih besar atau sama dengan Rp. 
l 0.000.000.000,00 ( opuluJ1 milyard rupiah). 

BAB Ill 

TUJUAN 
PASAL 5 

6 

- '~ • 
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(2) Kinerja ..... 
7 

(1) Perusabaan yang memiliki SIUJK wajib menyampaikan kinerja 
perusahaan kepada Tim Peneliti SlUJK berdasarkan penilaian yang 
diberikan oleh pengguna jasa. 

Paw 13 

Semua bukti kepemilikan sesuai Passi 9 ayat 3 harus dibuktikan dengan bukti 
otentik, berupa kuitansi pembelian barang I perlengkapan kantor dan 
perlengkapan kerja lainnya, maupun bukti pendukung lainnya yang dianggap 
sah. 

Pasal 12 

Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh badan usaha I perusahaan pemohon 
harus dicek dan diteliti kebenarannya oleh Tim Peneliti SIUJK. 

Pasal 11 

(3) Perusahaan pemohon harus memiliki perlengkapan kantor clan peralatan 
kerja untuk mendukung kegiatan usahanya, 

(2) Perusabaan wajib mencantumkan nama perusahaan dao nomor SIUJK 
pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan. 

(l) Perusahsan pemohon wajib memasang papan nama perusabaao peda 
kantor perusahaan dengan mencantumkao nomor SIUJK. 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Ketentuan Teknik 

• 
J8S3 

satu 

(2) Setiap pcrusahaan wajib memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh. 

(3) Tenaga Teknik Tugas Penuh hanya dibenarkan bekerja peda 
perusahaan, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan 
konstruksi, serta bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang. 

Pasal 9 
(1) Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi 

pengurus pcrusehaan lain dan harus bcrtugas penuh, serta harus 
bertempat ttnggal daJam wilayah Kota Magelang. 

DA1an, pcngsjuan llJJK harus dicann11nkan klasifikasi dari badan usaha I 
~nisnh~ . ang bersangkutan. yaitu meliputi bidang pekerjaan yang bisa 
ditangan1. 
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(2) Apabila ..... 

(1) Apabila selama lrurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat 
perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan tenaga teknik, dapat 
dilakukan melalui proses penyampaian laporan tertulis dilampiri foto 
copy SIUJK. 

P•s,J 17 

SIUJK berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan usabanya da.n 
wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, 

BAB VI 
MASA BERLAKU 

Pem hon IlTJK sebagaimana dimaksud Pasal 14 wajib mengisi formulir 
SPI se1 ta dilampiri dok.umen : 
a. Daftar pengurus perusahaan ; 

b. Daftar tenaga teknik tugas penuh dan tenaga non teknik perusahsan ; 
c. Surat pet u)'Btaao tenaga teknik tu gas pen uh ; 
c. Dsfisr pengalaman kerja tenaga teknik tugas penuh ; 
d. Daftar peralatan perusahaan ; 

e. Neraca perusahaan tahun terakhir ; 

f Daftar pengalaman perusahaan. 

P•s•I 1S 

Pet1a,oh nan nJ.JK ba i perusahaan sebagaimana dimabud Pasel 2 diajukao 
kepada Walikota Magelang. 

Pa I 14 

IUJK TT 

111 
~A ru: h n rn n k11p n k kc t11l1 n hukum, pre i 

pclcJJn n yan I rnah dilnk ~nnka,1. hubung n kerjB d n an pen una 
J . . rta hnbun n den nn n "V&mknt . 

• 

(3) 

Kin. tjn pctt1AAhnnn . n 01 nj di I I n pertiml ,1 nn untu 
pcmrununn mb Ii Stt TJ , , n t I h cli ri n ru on. 

(2) 
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P.,., 20 ••••• 

( 1) Untuk menegakan disiplin dalam rangka menuju terwujudnya kegiatan 
usaha yang lebih sebat perlu adanya sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa : 
a. Peringatan Tertulis 

Peringatan Tertulis adalah teguran terhadap penyimpangan/pe­ 
langgaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan atau 
meniadak.an hak berusaha perusahaan. 

b. Pembekuan SnJJK 
Pembekuan SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan 
atau pelanggaran yang bersifat agak berat sehingga menghentikan 
(sementara) hak berusaha perusahaan, 

c. Pencabutan SnJJK 
Pencabutan SIUJK adalah pcngenaan sank:si terhadap penyimpangaa 
atau pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak 
berusaha perusahaan. 

Pasal 19 

BAB VIII 
SANKS I 

(1) Setiap perusehaan pemegang SnJJK wajib menyampaikan laporan 
kepada Walikota Magelang atau Pcjabat yang ditunjuk. mengenai 
kegiatan usaha setiap I (satu) tahun sekali. 

(2) Laporan scbagaimaua dimaksud ayat (I) Pasal ini disampaikan sesuai 
dengan pertindang-undangan yang berlaku. 

Pasal 18 

B B VII 
PELAPORAN 

(2) Apabila selama kurun tu Ill bcrlakunya SllJJK terdapat 
~ru~hnn atns bentuk rcr,1,nlt n11, nnmn pemilik, susunan pengurus, 
d1reks1~ kegiatnn usnhn dnn ht<inn~ erjaan, m kn drlakukan dengan 
mengajukan perm honan SPI baru. 
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(1) SIUJK dapat dicabut apabila : 
a Terbuk:ti diperoleh dengan cara melanggar hukum ~ 
b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleb badan peradilan yang 

mempunyai kekuatan huk:um tetap ~ 
c. Dalarn jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak dibekukannya SID.TK 

perusahaan tidak memenuhi kewajibanya ; 

d. Perusahaan dinyatakan ba.ngk:rut ; 
e. Terbukti perusahaan pemegang SIUJK meminjam~an namanya 

kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan ~ 
f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa. 
(2) Keputusan ..... 

Pasal 2l 

(I) Perusahaan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) ka1i 
dengan tenggang walctu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap 
tidak memenuhi kewajibannya 

(2) Perusahaan yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. 

Pasal 11 

pert15ahaan m nd patkan perlngatan tertul apabUa : 
Porusnhonn tidak mcrnilik] IUJK . o. ' 

b. Penasahaan tidak n1c111asu.ng papan nama ~ 
c. Pon1sahaan tidak n1elaporkan pen1bat1an data perusehaan ; 
d. Perusahnan tidak rnenyemhkan laporan kinerja ~ 
e. Perusahuan tidak memenul1i ketentuan perpajakan ~ 
f. Perusahaan dal~ jangka dua tahun setelah mendapetkan SIUJK tidak 

melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi ~ 
g. Penanggung . jawab perusahaan rnerangkap menjadi pengurus 

perusahaan lain atau tidak bertugas penuh ~ 
b. Tenaga Teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusabaao lain; 
i, Tenag~ Teknik tu~as penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha clan 

atan bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sarna ; 

j. Penanggung jawab perusahaan dan atau tenaga teknik tugas penuh 
be1 tempat tinggal di Kota Magelang. 
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BAB XI . 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunaken untuk melakseoekan penerbitan 
SIUJK diatur lebih lanjut o)eh Walikota. 

Pasal 28 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 27 

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengaa 
kctentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Pasel 26 

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstru.ksi dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 25 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

' 

Pasal 24 
Permohonan SIDJK yang diajukan dan belum diputuskan pada saat 
berlakunya Peraturan Daerah ini, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan­ 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(1) SIUJK yang telah diperoleh pcrusahaan sebelum ditetapkann~a 
Pernturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hsbis 
masa berlakunya. 

(2) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
dapat melakukan permintaan perubahan sebagaimana dikehendaki oleh 
perusahaan yang bersanRk_ut.an .. 

~ 

Pasal23 

B DIX 
T N PER LIH1 

(2) Keputu_san _tentang pencabuta11 suatu Ijin Usaha Jasa Kon~ksi yang 
telah d1ben~an I diterin18 pemohon, diberikan secara rertulis kepada 
pemegang IJ1n disertai dengan alasan pencabutan. 

11 

• 
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Pem i a Uta a Madya 
NI . 500 0 2 655 

LEMBARAN OAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2002 NOMOR 19 
SERI E No. 13 

'.ARNO MSc 

Oiundangkan di Magelang 
pada tanggal 12 Agustus 2002 

R F AHRIY ANTO 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 7 Agustus 2002 

WALIKOTA MAGELANG 
~ 

Pasal JO 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejalc tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkao 
pengundangan Peraturan Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Magelang. 

J)engan berlekunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-~ 
sebeJumnya _dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah iru 
dinyatakan tidak berlaku lagi, 

Pa al29 

BABXJ 
KETENTUAN PENUTUP 
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Il. PENJELASAN PASAL .... 

Dengan dikeluarkanya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia Nomor: BK 0108-Mn/l 700 tanggal lAgustus 2000 
tentang Wewenang Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konsb uksi 
Menjadi Tugas Pemerintah Daerah telah ditetapkan pedoman 
kebijaksaoaan dan arahan bagi daerah dalaro pelaksanaan pemberiao 
Surat ljin Usaha Jasa Konstruksi, 

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur 
tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Magelaog yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Dalam proses penyelenggaran pembangunan daerah, dunia 
usaha jasa konstruksi merupa.kan bagian dari proses pernbangunan 
tersebut. Untuk mendapatkan basil pembangunan sesuai yang 
diharapkan, diperlukan pula jasa konstruksi yang handal ata11 memiliki 
tingkat kemampuan professional tertentu. Sehubungan dengan hal 
tersebut diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyaring tingkat 
kehandalan jasa konstruksi. Sarana penyaring tersebut akan berfungsi 
secara optimal apabila simpul-simpul kegiatan yang dimaksud berada 
dalam sa.tu sistem pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa 
konsb uksi secara terpadu. 

. Berdasarkan Undang-undaog Nomor 22 Tahun 1999 tent.ans 
Pe1~enntahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
lebih mengutamakan pe1aksanaan 87...a.~ Desentralisasi, untuk itu perlu 
menyelenggarakan Otonouu Daerah dengan memberikan kewenang.an 
yang ~uas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 
proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan 
pemruifaatai1 sum~r daya nasionaJ, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah sebagaamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 
Tahun 1999. 

1. PENJELASAN UMUM 

OMOR 8 TAH N 2002 

TE T G 

SURAT IZIN U AHA JASA KONSTRUKSI 

G G H 

p 

13 
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: Cukup jelas. 

: Tim Peneliti Tim yang bet tugas meneliti, 
memeriksa kelengkapan dan kebenaran data 
dokumen SPI yang dibentuk dengan 
Keputusao W alikota Magelang yang 
beranggotakao dari Dinas/Bagian terkait. 

: Cukup jelas. 

: Tenaga tugas penuh adalah tenaga teknik dan 
non teknik yang bekerja selarna jam kerja 
perusabaao dan tidalc bekerja pada perusabao 
lain. 

: Pa I ini memuat pengertian istiJah yan1 
diporguna.lcan dalam Peraturan Daerah ini. 
Dengan adanya pengertian istilah tersebut 
dimaksudkan untuk mencegah tirnbulnya salah 
tafsir dan salah penget tian dalam memahami 
dan melaksanakan pasal-pasal yang 
bersangkutan sehingga baik warga rnasyarakat 
maupun aparatur dalam menjaJankan hak dan 
kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan 
dapat dicapai tertib administrasi dalam 
pclaksanaan pemberian Surat ljin Usaha Jasa 
Konstruksi. 
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